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BAB II 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat BPPMD Jawa barat

Sejak diterbitkannya Udang-Undang No 1 tahun 1967 jo Undag-Undang No 11 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing  (PMA) dan Undang-Undang No 6 tahun 1968 jo Undang-Undang No 12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta perangkat peraturan pelaksanaannya untuk melaksanakan kegiatan investas.

Peranan investasi swasta bagi pembagunan baik regional maupun nasional merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting terhadap terciptanya kesempatan kerja serta pendapatan masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi

Kegiatan ekonomi dalam hal pnanaman modal sanga multisektoral dan tidak mengenal batas-batas wilayah baik provinsi maupun kabupaten/kota, oleh karena iu didalam penanganannya diperlukan kebijakan yang memiliki otoritas lebih tinggi yang dapat mempetaruhkan berbagai kepentingan wilayah maupun kepentingan sektoral.

Pelayanan investasi baik PMDN maupun PMA di daerah merupakan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab BKPMD sebagaimana telah diatur terakhir dengan keppres No 122 tahun 1999, yaitu sebagai badan staf Gubernur profinsi dalam rangka memberikan pelayana perijinan, pesetujuan PMA dan PMDN serta perijinan pelaksanaan penanaman modal lainnya dalam jumlah investasi yang tidak terbatas bagi investor asing maupun investor dalam negeri. Adanya kebijakan baru dibidang investasi oleh pemerintah sejak tahun 1998 merupakan langkah reformasi guna mengerakan roda perekonomian yang mengalami krisis dan mempunyai dampak turunnya kepercayaan masyarakat khususnya dunia usaha swasta asing (investor) untuk menanamkan modalnya di Indonesia, mngigat kegiatan investasi merupakan motor pertumbuhan ekonomi, maka perlu uapaya mengoftimalkan kegiatan perencanaan dan promosi, pelayanan perijinan dan pengendalian dngan harapan agar kegiatan investasi tidak saja mampu memulihkan ekonomi yang terpuruk tetapi pada gilirannya dapat menjadikan perekonomian yang tangguh handal dan mandiri.

Dalam kaitan tersebut BKPMD yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab menangani investasi, dituntut berperan memperbaiki keadaan untuk meningkatkankembali kepercayaan dunia usaha swasta melalui berbagai program kegiatan pada bidang-bidang yang meliputi peencanan investasi, peningkatan promosi, pemantauan pelayanan perijinan, pengendalian dan pengawasan saerta pemecahan berbagai permasalahan yang menghambat penyelenggaraan pelayanan investasi.

Dilain pihak dengan terbitnya Undang_undang No 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dalam rangka pelaksanan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab secara eksplisit diyatakan bahwa kewenangan penanaman modal menjadi kewenangan wajib kabupaten/kota yang berarti kewenangan penanaman modal ditingkat provinsi tidak ada.

Lantas pemikiran dan pemahaman seperti ini dijadikan landasan Biro Oarganisasi Pemerintah Daerah diseluruh Indonesia untuk mendesain organisasi perangkat daerah disamping berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No 84 tahun 2000 tentang Paaedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No 84 than 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka di daerah telah diterbitkan pula Peraturan Daerah No 16 tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat yang di Undangkan pada tanggal 13 Desember 2000 dalam lembaran daerah provinsi Jawa Barat tahun 2000.

Peraturan daerah no 16 tahun 2000 ini merupakan dasar hukum lahirnya Badan Promosi Penanaman Modal Daerah Privinsi Jawa Barat sehingga Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat (BKPMD) sejak tanggal 13 Desember 2000 telah berubah nomenklatur menjadi Badan Promosi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat (BPPMD).

2.2 Struktur Organisasi BPPMD Jawa barat

Struktur adalah pola yang ada mengenai hubungan-hubungan antara berbagai komponen dan bagian dari organisasi. Sedangkan organisasi adalah hubungan-hubungan yang terpolakan di antara orang-orang berurusan dengan aktivitas-aktivitas ketergantungan yang di arahkan pada suatu tujuan-tujuan.

Berdasarkan pengertian struktur dan organisasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian strukur organisasi adalah perwujudan yang menunjukan hubungan antara fungsi-fungsi dalam suatu organisasi serta wewenang dan tanggung jawab setiap anggota organisasi yang menjalankan masing-masing tugasnya.

Adapun struktur organisasi yang digunakan bidang penanaman modal khususnya pada sub bidang perencanaan adalah struktur organisasi yang berbentuk tall yang mempunyai keunggulan dalam bidang pengawasan akan tetapi mempunyai beberapa kelemahan antara lain karyawana menjadi kurang kreatif, system birokrasi terlalu rumit, perkembangan karir agak terhambat.
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Struktur Organisasi Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Jawa Barat

Sumber : Badan Promosi Dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Jawa Barat 

2.3 Deskripsi Jabatan Kantor BPPMD Jawa Barat
2.3.1 Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan operasional di bidang penanaman modal.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal

b. Perumusan pedoman dan fasilitas dibidang penanaman modal yang meliputi perencanaan, promosi dan kerjasama serta pengendalian.

2.3.2 Sub Bidang Perencanaan

Subbidang Perencanaan, mempunyai tugas pokok menyusun bahan perumusan kebijaksanaan teknis Perencanaan Penanaman Modal.

1. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana Ayat 1 pasal ini, Subbidang Perencanaan mempunyai fungsi:

a. Perumusan bahan kebijakan teknis perencanaan penanaman modal.

b. Perumusan pedoman dan bahan fasilitasi dibidang perencanaan promosi penanaman modal dan kerjasama.

2. Rincian Tugas Subbidang Perencanaan :

a.  Melaksanakan perumusan program kerja Subbidang  Perencanaan

b. Menyusun bahan pedoman Perencanaan Penanaman Modal.

c. Menyusun bahan fasilitasi Perencanaan Penanaman Modal.

d. Melaksanakan pengelolaan data potensial sumber daya regional.

e. Melaksanakan identifikasi dan analisis factor internal dan eksternal dalam menarik dan mengembangkan penanaman modal ( insentif dan disintensif).

f.   Menyusun bahan perumusan prifil proyek penanaman modal.

g. Melaksanakan analisis dan penyusunan usulan kebutuhan investasi sektor dunia usaha swasta serta pembangunan infrastruktur penunjang penanaman modal.

h. Menyusun informasi peluang usaha baik sektoral maupun regional.

i. Menyusun bahan kordinasi dibidang Perencanaan Penanaman Modal.

2.4 Aspek Kegiatan BPPMD Jawa barat

Aktifitas pokok Kantor Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Jawa Barat adalah melakukan promosi baik diluar maupun di dalam negeri tentang usaha kecil dan menengah di jawa barat, serta peluang investasi yang ada di jawa barat.
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